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KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Studi ini menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana

alokasi umum pada belanja daerah dengan menggunakan sampel 29 yang

terdiri 7 kota dan 22 kabupaten di Jawa Timur.
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Hasil analisis menunjukkan bahwa:

DAU dan PAD berpengaruh terhadap BD kota dan kabupaten di Jawa
Timur.

Berdasarkan tabel 4.3 (lampiran 1) dan 4.4 (lampiran 2) diperoleh
nilai t hitung untuk DAU, adalah 12,490, nilai t hitung PAD,, 11,257 dan
dengan tingkat signifikansi 0,000 (P < 0,05) serta untuk nilai t hitung
DAU, adalah 8,260, nilai t hitung DAU,, 12,490 dan dengan tingkat
signifikansi 0,000 (P < 0,05). Hal ini berarti hipotesis kesatu, kedua,
ketiga, dan keempat diterima.

Terjadi flypaper effect pada pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja
daerah kota / kabupaten di Jawa Timur.

Berdasarkan tabel 4.3 (lampiran 1) dan 4.4 (lampiran 2) diperoleh
nilai t hitung untuk PADy; adalah 11,257 lebih rendah dari nilai t hitung
DAU¢ 12,490 dengan tingkat signifikansi 0,000 (P < 0,05) dan nilai t
hitung PAD, 6,622 lebih rendah dari nilai t hitung DAU, 8,260 dengan

tingkat signifikansi 0,000 (P < 0,05).
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Berdasarkan tabel 4.5 (lampiran 3) diperoleh nilai t hitung untuk
PADy., adalah 4,248 lebih rendah dari nilai t hitung DAU,., 4,860 dengan
tingkat signifikansi 0,000 (P < 0,05) hal ini berarti terjadi flypaper effect.

Hal ini berarti hipotesis kelima dan keenam diterima.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan

dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan

penelitian ini adalah:

1. Sampel yang digunakan hanya 29 yang terdiri dari 7 kota dan 22
kabupaten di Jawa Timur.

2. Data yang digunakan adalah data untuk dua tahun yaitu tahun (2005 dan
2006).

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu pendapatan asli
daerah dan dana alokasi umum sebagai variabel independen, dan juga

belanja daerah sebagai variabel dependen.

C. Saran.
Dari hasil keterbatasan-keterbatasan, maka dapat diberikan saran sebagai
berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penetapan sampel tidak terbatas
pada 29 yaitu 22 kabupaten dan 7 kota di Jawa timur. Misalnya

menggunakan seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa timur, yaitu 9
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kota dan 29 kabupaten, atau juga bisa menggunakan sampel seluruh
Indonesia.

. Untuk penelitian selanjutnya data yang digunakan tidak hanya untuk dua
tahun tetapi bisa menggunakan sepuluh tahun.

. Dalam penelitian mendatang diharapkan menambah variabel independen.

Misalnya pajak daerah.
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